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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari teori Bab II dengan kenyataan yang 

peneliti temukan di lapangan yang dituangkan dalam Bab IV dan berdasarkan 

analisis yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Praktik pendaftaran IMEI ilegal oleh mahasiswa UIN Imam Bonjol 

Padang umumnya dilakukan melalui jasa online, karena dianggap lebih 

murah, yaitu hanya berkisaran Rp50.000-Rp200.000 kemudian proses 

pengerjaannya cepat, hanya menghabiskan waktu 1-2 hari. Hal ini jauh 

lebih diminati dibandingkan prosedur resmi melalui Bea Cukai yang 

tidak hanya mahal Rp1.000.000-Rp2.000.000 tapi juga sangat berbelit-

belit, sehingga banyak mahasiswa memilih opsi ilegal untuk 

mengaktifkan ponsel black market mereka dengan mudah. 

2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi mahasiswa UIN Imam Bonjol 

Padang mendaftarkan IMEI ilegal meliputi disparitas biaya ekstrem 

antara opsi ilegal dan resmi, keterbatasan ekonomi mahasiswa (UKT 

rendah dan biaya hidup tinggi di Padang), kemudahan akses jasa via 

marketplace online, serta tekanan sosial dari teman sebaya yang telah 

menormalisasi praktik tersebut sebagai solusi praktis. 

3. Kesadaran hukum mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dalam pendaftaran 

IMEI secara ilegal berada pada tingkat rendah hingga sedang berdasarkan 

indikator Soerjono Soekanto, di mana pengetahuan dasar tentang regulasi 

IMEI ada namun superfisial, sikap hukum cenderung instrumental 

(mengabaikan risiko blacklist demi efisiensi), dan perilaku lebih 

dipengaruhi identification kelompok daripada internalisasi nilai hukum 

formal pemerintah.
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5.2 Saran 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran-saran terkait 

dengan judul pembahasannya. Diharapkan berguna bagi penulis khususnya dan 

bagi pembaca pada umumnya. Adapun saran-sarannya ialah sebagai berikut: 

1. Kepada pemerintah, perlu meningkatkan sosialisasi kebijakan IMEI melalui 

Kominfo bekerja sama dengan perguruan tinggi Islam seperti UIN Imam 

Bonjol Padang, menyederhanakan prosedur Bea Cukai untuk mahasiswa 

dengan subsidi UKT-linked, serta menindak tegas jasa ilegal untuk 

menciptakan deterrence effect yang efektif. 

2. Kepada mahasiswa, sebaiknya meningkatkan literasi hukum mandiri melalui 

komunitas kampus dan memilih jalur resmi meskipun lebih mahal demi 

keamanan jaringan jangka panjang serta menghindari risiko blacklist HP, 

sambil memanfaatkan dukungan fakultas untuk sosialisasi regulasi. 

3. Kepada pelaku usaha jasa pengurusan IMEI ilegal, disarankan untuk beralih 

ke layanan legal seperti agen resmi Kominfo atau edukator digital yang 

transparan, karena praktik ilegal berpotensi menimbulkan kerugian 

konsumen jangka panjang dan sanksi pidana sesuai UU ITE serta regulasi 

telekomunikasi. 
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